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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 211 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 37 ayat (3)
Peraturan Daerah Nemer 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nemer 16 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, telah diatur
ketentuan mengenai pengurangan ketetapan pajak terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan dalam rangka kepastian hukum, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perketaan;

1. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomer 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nemer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Previnsi
Daerah Khusus Ibuketa Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indenesia;

3. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pe,undnng-undangan;

5. Peraturan Pemerintah hlcmar 91 Tahun 201C t£ntilng Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berc!<lsarkan Penetapan Kepala DaGrah atau
Dibayar Sendiri olr"h Wajib Pajak;

6. Pemtur3r. D:-eroh l'JotnQr 10 Tah~n 2008 tentang Orya:lisasi Perangkat
Daerah;
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7. Peraturan Daerah Nemer 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Ner;ner 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

9. Peraturan Gubernur Npmor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

10. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi Unit Pelayaman Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernurini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Previns~ Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah agalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Di,nas Pelayanan Pajak, adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah
K~usus Ibuketa Jakarta.

5. Krpala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Pr,ovinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta.

6. Sl,Iku Dinas Pelayanan pajak adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak pada
Kota Administrasi.

7. K~pala Suku Dinas !i'elayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak pada l<ota Administrasi.

8. U~it Pelayanan Pajak Oaerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah
Umit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak yang berada di
wilayah Kecamatan.

9. K~pala Unit Pelayananl Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
UI?PD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang berada di
wilayah Kecamatan.

10. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI
adalah organisasi para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
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11. Pj3rhimpunan Penghuri Rumah Susun yang selanjutnya disingkat
PPRS adalah organisa~i para penghuni rumah susun.

12. Pfljflk Bumi dan Bang~nan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
dlslngkat PBB-P2 adah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai danl au dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
p~da sektor perdes~an dan perkotaan, kecuali kawasan yang
di9unakan untuk ke~iatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

13. Qbjek Pajak Perdesa~ dan Perkotaan adalah objek pajak bumi danl
atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali objek Pajak Bumi dan Bangunan
sektor perkebunan, pe'lhutanan dan pertambangan.

14. SlJrat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkal SPOP
adalah surat yang dig4nakan oleh Wajib Pajak unluk melaporkan data
sl:Jbjek dan objek Pajfk Bumi dan Bangunan seklor perdesaan dan
perkolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

15. Surat Pemberitahuan Ffajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digl.\nakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

16. Surat Ketetapan Pajak IDaerah yang selanjutnya disingkal SKPD adalah
sural ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang beserta sanksi administrasi.

17. Sural Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/alau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

18. Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan PBB-P2 yang terutang
dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dikarenakan kondisi tertentu
objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau
sr.bab-sebab tertentu lainnya atau karena bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa.

19. Kpndisi tertentu objek pajak adalah kondisi atau keadaan tertentu objek
P?jak yang ada hubul!'gannya dengan subjek pajak dan/atau karena
sebab-sebab tertentu lainnya.

20. Bj'lncana alam atau sj'lbab lain yang luar biasa adalah kondisi atau
keadaan atas objek pajak yang disebabkan karena alam yang tidak
berhubungan dengan sUbjek pajak.

BAB II

PENGURANGAN PBB-P2

Bagian Kesatu

PermQhonan Pengurangan PBB-P2

Pasal2

(1) Rengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

a. karena kondisi tertEfntu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak danlatpu karena sebab tertenlu lainnya; dan/atau

b. Kondisi objek pajak! terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa.
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(2) Kondisi tertentu obje~ pajak yang ada hubungannya dengan subjek
pajak dan/atau karel)a sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan, kepada :

a. Wajib pajak orang pribadi antara lain:

1. objek pajak ya~g wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda
jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

2. objek pajak yar19 wajib pajaknya orang pribadi mantan Presiden
dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur
atau janda/dud~nya;

3 objek pajak yang wajib pajaknya
penghasilannya semata-mata dari
kewajiban PBB,P2 sulit dipenuhi;

4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit
dipenuhi; atau

5. objek pajak ,yang wajib pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya
meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan.

b. Wajib. pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas pada tanun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat
memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah
bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan/atau
tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah
hama tanaman.

Pasal3

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan atas :

a. PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT; dan/atau
b. PBB-P2 yang tel}Jtang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2

adalah pokok pajak dan denda administrasi.

(2) SKPD PBB-P2 yang telah diberikan pengurangan pokok pajak
berdasarkan surat Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf q, maka atas denda administrasi tersebut masih
dapat dimintakan pengurangan denda administrasi dengan permohonan
secara tertulis.

Pasal4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan :

a. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2;
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b. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3, angka 4 atau Pasal 2 ayat (2) huruf b.

c. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang
terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan
ayat (4).

Pasal5

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan
berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada
I

ayat (1), dapat diajukan secara :

a. perseorangan untIJk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam
SKPD PBB-P2; atau

b. perseorangan atClu kolektif untuk PBB-P2 yang terutang yang
tercantum dalam SPPT.

(3) Permohonan pengurflngan secara kolektif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dapat diajukan :

a. sebelum SPPT di~rbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, angka 1 dan angka 2
dengan PBB-P2 !yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rul)iah); atau

b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:

1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a, angka 1 dan angka 2 dengan PBB-P2 terutang paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a, angka 3, angka 4 atau angka 5, dengan PBB-P2 yang
terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
atau

3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
atau ayat (4) dengan PBB-P2 terutang paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan

Pasal6

(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus memenuhi
persyaratan formal:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang
dimohonkan dengan disertai alasan yang jelas;
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c. diajukan kepada Kepala UPPD;
d. fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan

pengurangan;
e. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal

surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut :

1. surat permohonan harus dilampirkan dengan surat kuasa
khusus, untuk :

a) wajib pajak badan; atau
b) wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang

di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. surat permohonan harus dilampirkan dengan surat kuasa
(biasa), untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang
terutang sampai dengan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah).

f. diajukan dalam jangka waktu :

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB

P2;
3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat

Keputusan Keberatan PBB-P2;
4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana

alam; atau
5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain

yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

g. tidak memiliki tUrlggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas
objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal
objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa; atau

h. atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan
tidak diajukan keberatan. atau dalam hal diajukan keberatan telah
diterbitkan Surat ~eputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan
Keberatan dimak~ud tidak diajukan banding.

(2) Permohonan pengurrngan yang diajukan secara kolektif terhadap
SPPT yang belum di~erbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan formal, meliputi :

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun
pajak yang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang
dimohonkan diseljlai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Kepala UPPD melalui :

1. pengurus LVRI setempat; dan
2. pengurus PPRS atau pengurus organisasi sejenisnya.
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d. diajukan paling lambat tanggal 15 Januari tahun pajak yang
bersangkutan; dCjn

e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas
objek pajak yangl dimohonkan pengurangan.

(3) Pennohonan pengurargan yang diajukan secara kolektif sebagaimana
pimaksud dalam P¥al 5 ayat (3), harus memenuhi persyaratan
formal, meliputi :

a.

b.

c.

1 (satu) permoh9nan untuk beberapa objek pajak dengan tahun
pajak yang sama;
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besamya persentase pengurangan yang
dimohonkan dis~rtai alasan yang jelas;
diajukan kepada IKepala UPPD melalui :

1. pengurus LVRI setempat;
2. pengurus PPIKS atau pengurus organisasi sejenisnya; atau
3. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 dan objek
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b
angka 3.

d. dilampirkan fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
e. diajukan dalam jangka waktu :

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana

alam; atau
3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain

yang luar biasa, kecuali apabila pengurus LVRI setempat,
pengurus PPRS atau organisasi sejenisnya, atau Lurah
setempat dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas
objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal
objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa; atau

g. atas SPPT yang dimohonkan pengurangan tidak diajukan
keberatan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan
Surat Keputus~n Keberatan dan atas Surat Keputusan
Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal?

(1) Pennohonan pengura(1gan secara perseorangan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dianggap
bukan sebagai pennohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dianggap bukan s~bagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan terhpdap permohonan pengurangan secara kolektif
yang tidak memenuhi :

a. ketentuan seba~aimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf a dan per~yaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2); atau
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b. ketentuan sebC\gaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3).

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimak~ud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPPD
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
permohonan terseb4t diterima, harus memberikan jawaban secara
tertulis dengan mElmberitahukan kekurangan persyaratan serta
alasan yang mendasari kepada :

a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan
secara perseor~ngan; atau

b. pengurus LVRI setempat, pengurus PPRS atau organisasi
sejenisnya atau ILurah setempat dalam hal permohonan diajukan
secara kolektif.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib pajak masih
dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang
memenuhi persyarC\tan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1), ayat (2) atal!J ayat (3).

(5) Persyaratan permohonan pengurangan untuk wajib pajak veteran
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima
tanda jasa bintang g~rilya, atau janda/dudanya, mantan Presiden dan
Wakil Presiden danl mantan Gubemur dan Wakil Gubemur atau
jandaldudanya, yan~ pada tahun sebelumnya telah mendapat
pengurangan PBB-Pe, maka permohonan pengurangan dapat tidak
dilampirkan dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.

(6) Persyaratan permohonan pengurangan untuk wajib pajak orang
pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan, yang
pada tahun sebelummya telah mendapat pengurangan PBB-P2, maka
permohonan pengufFIngan dapat tidak dilampiri dengan dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB-P2

Pasal 8

(1) Kepala UPPD atas nama Kepala Dinas Pelayanan Pajak berwenang
memberikan keputusan permohonan pengurangan dalam hal PBB
P2 yang terutang sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(2) Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atas nama Kepala Dinas Pelayanan
Pajak berwenang memberikan keputusan permohonan pengurangan
dalam hal PBB-P2 yang terutang di atas Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sClmpai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).

(3) Kepala Dinas PelaYjanan Pajak atas nama Gubernur berwenang
memberikan keputu~an permohonan pengurangan dalam hal PBB
P2 yang terutang di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah).
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(4) Apabila permohona", pengurangan yang diterima UPPD atau Suku
Dinas Pelayanan Pajak atau Dinas Pelayanan Pajak yang bukan
kewenangannya, maka permohonan tersebut diteruskan sesuai
dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
atau ayat (3) dalam j,mgka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB-P2

Pasal9

(1) Pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 perorangan selain
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1), juga mememuhi persyaratan sebagai berikut :

a. permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan :

1. wajib pajak "1eteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau
janda/dudan~a, mantan Presiden dan Wakil Presiden dan
mantan Gubernur dan Wakil Gubernur atau janda/dudanya :

a) fotokopi KTP;
b) fotokopi kartu tanda anggota veteran;
c) fotokopi sfJrat keputusan tentang pengakuan, pengesahan

dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang,
berwenang;

d) fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian
sebagai presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan
Wakil Gul!lernur;

e) fotokopi sfJrat keterangan kematian; dan
f) fotokopi ~kti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

2. Wajib pajak 9rang pribadi yang penghasilannya semata-mata
dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi :

a) fotokopi KTP;
b) fotokopi Kartu Keluarga;
c) fotokopi SfJrat keputusan pensiun;
d) fotokopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
e) fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon; dan
f) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.

3. Wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah
sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi :

a) fotokopi KTP;
b) fotokopi Kartu Keluarga;
c) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan

bahwa penghasilan wajib pajak rendah dari tempat
bekerja, apabila wajib pajak tidak berpenghasilan
dilengkapi dengan surat keterangan RT/RW dan diketahui
Lurah se~empat; dan

d) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.

4. Wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang
NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan :

a) fotokopi KTP;
b) fotokopi Kartu Keluarga;
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c) surat pemyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa
pengha~lan wajib pajak rendah dari tempat bekerja;

d) fotokopi pPPT tahun sebelumnya;
e) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;
f) fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon; dan
g) surat keterangan dari Lurah yang menerangkan adanya

pembangunan fisik oleh Pemerintah PusatlDaerah atau
pembangunan komersial yang berdampak pada perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. permohonan pengurangan yang diajukan wajib pajak badan yang
mengalami ker4gian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin:

1. fotokopi KTP pengurus;
2. fotokopi putusan pailit;
3. fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
4. fotokopi SPPT tahunan dan PPh tahun pajak sebelumnya;
5. fotokopi SPPT tahun sebelumnya; dan
6. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

c. permohonan pengurangan yang diajukan wajib pajak perorangan
atau badan karena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa:

1. fotokopi KTP;
2. surat pernyataan dari Lurah setempat atau instansi terkait

seperti Dina~ Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan
dan Pertamian yang menyatakan objek pajak terkena
bencana al~m atau sebab lain yang luar biasa;

3. surat pernYfltaan dari wajib pajak yang menyatakan wajib
pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa;

4. fotokopi SPT tahunan dan PPh tahun pajak sebelumnya
untuk badam;

5. fotokopi SPpT tahun sebelumnya; dan
6. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

(2) Pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 perorangan yang
diajukan secara kolektif oleh pengurus LVRI atau PPRS dan
organisasi sejenisnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), juga memenuhi
persyaratan sebagai beriKut :

a. Pengurus LVRI :

1. surat kuasa khususlsurat kuasa biasa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (1) huruf e;

2. fotokopi KTP tiap-tiap wajib pajak;
3. surat permohonan pengurangan dari masing-masing wajib

pajak;
4. fotokopi kartu tanda anggota veteran masing-masing wajib

pajak;
5. fotokopi sur~t keputusan tentang pengakuan, pengesahan

dan penganllgerahan gelar kehormatan dari pejabat yang
berwenang;

6. fotokopi surat keterangan kematian untuk duda/jandanya;
7. fotokopi SPAT tahun sebelumnya; dan
8. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.
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b. Pengurus PPRS atau organisasi sejenisnya :

1. surat kuasa khususlsurat kuasa biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pas",1 6 ayat (1) huruf e;

2. fotokopi KTP tiap-tiap wajib pajak;
3. surat permohonan pengurangan dari masing-masing wajib

pajak;
4. fotokopi k<;lrtu tanda anggota PPRS atau organisasi

sejenisnya;
5. fotokopi akta pembentukan PPRS atau organisasi

sejenisnya;
6. bagan atau susunan pengurus PPRS atau organisasi

sejenisnya;
7. fotokopi anqgaran dasar dan anggaran rumah tangga PPRS

atau organi~asi sejenisnya;
8. fotokopi surat keterangan kematian untuk duda/jandanya

wajib pajak;
9. fotokopi SPPT tahun sebelumnya; dan

10. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

(3) Pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 perorangan yang
diajukan secara kolektif oleh Lurah selain memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 2, juga
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. fotokopi KTP masing-masing wajib pajak;
2. surat permohonan pengurangan dari masing-masing wajib pajak;
3. surat keterangan dari Lurah setempat atau instansi terkait yang

mendukung alasan permohonan wajib pajak;
4. fotokopi SPPT tahun sebelumnya masing-masing wajib pajak;

dan
5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya masing

masing wajib pajak.

(4) Dalam hal wajib pajak tidak melampirkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), permohonan wajib
pajak tetap diproses sepanjang persyaratan formal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi.

Bagian Kelima

Keputusan Pengurangan PBB-P2

Pasal10

(1) Berdasarkan permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, Kepala UPPD melakukan
penelitian administrasi dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan
dengan penelitian lapangan.

(2) Penelitian lapangqn sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasar~an surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Peninjauan Lapangan serta dibuatkan Laporan Hasil
Penelitian.

(3) Dalam hal dilakuk~n penelitian lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kllpala UPPD memberitahukan secara tertulis
mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan pada :



(2)

(3)

(1 )
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a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan pengurangan
diajukan secara perorangan; dan/atau

b. pengurus LVRI, PPRS atau organisasi sejenisnya, Lurah dalam
hal permohonan pengurangan diajukan secara kolektif.

Pasal11

Kepala UPPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal diterimal1tYa permohonan pengurangan, harus memberi
suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan
pengurangan sebelum diterbitkannya SPPT secara kolektif

I
sebagaimana dilT\aksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, maka
keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.

Kepala Suku Din~~ Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejpk tanggal diterimanya permohonan pengurangan,
harus memberi sP.8tu keputusan atas permohonan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Kepala Dinas Pel~yanan Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
terhitung sejak tiinggal diterimanya permohonan pengurangan,
harus memberi sllatu keputusan atas permohonan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(4) Tanggal diterimarya permohonan pengurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), adalah :

a. tanggal terima, surat permohonan pengurangan, dalam hal
disampaikan s~cara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya
kepada petugas tempat pelayanan pada UPPD atau Suku Dinas
Pelayanan Pajflk atau Dinas Pelayanan Pajak atau Tempat
Pelayanan Tewadu atau petugas yang ditunjuk melayani
permohonan pengurangan; atau

b. tanggal terima pengiriman surat permohonan pengurangan,
dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman
sural.

(5) Apabila jangka "Vaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) atau ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum
diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan
dan untuk selafjiutnya diterbitkan keputusan sesuai dengan
permohonan wajiq pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(6) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan dalam
permohonan peng,urangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, maka
besarnya pengurargan yang ditetapkan sebesar persentase paling
tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12

Terhadap keputusan penyelesaian permohonan pengurangan oleh
~pala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Dinas Pelayanan Pajak
sepagaimana dimaksuq dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), harus
didahului oleh hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal13

Bentuk format Keputusan Gubernur tentang Pengurangan PBB-P2 dan
Keputusan Gubernur ~ntang Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif
sepagaimana dimaksuq dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
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Pasal14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian
perrnohonan pengurangan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Kepala
Dinas Pelayanan Pajak.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal15

Terhadap wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya dan pensiunan atau
jandaldudanya, mantan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Gubernur
darn Wakil Gubemur atau jandaldudanya yang pernah mendapat
pe9gurangan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap
merdapat pengurangaljl PBB-P2 dengan menyampaikan data-data
persyaratan perrnohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal9.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal16

Per:aturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal1 Januari 2013.

Agqr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gupernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota !Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di JC\karta
pada tanggal 28 !lesember 2012

SEKRETARIS DA§RAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
II?UKOTA JAKARTA,

Ffl-DJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PRO\olINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 203



Lampiran I Peraturan Gubernur Pravinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Namor 211 TAHUN 2012
Tanggal 28 Desember 2012

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEPUTUSAN GUBERNU~ PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ..

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. babwa sehubungan dengan surat permohanan pengurangan Pajak Bum, dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak Nomar tanggal. .
yang diterima Oinas/Suku Dinas/UPPD berdasarkan tanda terima Nomor .

ta~ggal bulan tahun atas SPPT/SKPD PBB-P2·) Namar Tahun
Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam laparan Hasil
Penelitian Pengurangan PBB-P2 Nomar tanggal perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;

b. bahwa berdpsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Gubernur tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Per",turan Daerah Namar 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

3. Per:aturan Daerah Namor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

4. Per:aturan Gubernur Namor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan Aerdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOlAAN.

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menalak*) permohanan pengurangan PBB-P2 terutang
yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2"} Nomor Tahun Pajak :

a. VIIajlb Pajak
Nama
NPWPD

Alamat

b. Objek Pajak
NOP ..
PBB-P2 yang terutang Rp .
Alamat .
Kelurahan .

Kecam.tan .
Kabupaten/Kota Administrasi .

sebesar % ( persen) dari PBB-P2 yang terutang.



KEOUA

2

Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah

sebagai berikut :

a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPWSKPO PBB-P2") Rp .

b. Besamya pengurangan
( % X Rp ) Rp .

c. Jumlah PIlB-P2 yang terutang
setela~ I¥'ngurangan (a-b)
( )

Rp .

KETIGA

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini,
kekelifuan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di .
pada tanggal .

a.n. GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

Kepala Oinas/Kepala Suku Oinas/Kepala UPPO"j,

NIP .

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :
1. Oinas/Suku Oinas/l!IPPO ")
2. Kepala BPKO Pravi~i OKI Jakarta
3. Inspektur Pravinsi OKI Jakarta

Keterangan :
"j caret yang tidak perlu

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

.k~
'-...

JOKO 10000



lampiran II Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 211 TAHUN 2012
Tanggal 28 Oesember 2012

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR .

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI OAN BANGUNAN PERDESAAN OAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

a. b~wa se,",ubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) secara kolektit Nomor................... tanggal................... bulan .
tahun LVRI/PPRSjorganisasi sejenisnyajKelurahan·) yang diterima DinasjSuku
gnas!UPPD berdasarkan tanda terima Nomor langgal. atas SPPT Tahun
P~jak.:.:....... dan dengan mempertimpangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil
Penehtla~ Pengurangan PBB-P2 Nqmor............ tanggal............. perlu dlterbltkan keputusan atas
permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;

b. b~hwa bl'rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut a, perlu menetapkan
K"put....~ Gubernur tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB
P21 Sec.ra Kolektit;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Oaerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

4. P,araturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

KEPUiTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.

Me!"/>erikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkataan (PBB-P2) secara kolektit sebagaimana ditetapkan dalam Oaftar Pengurangan PBB-P2 secara
kolel<jtif yamg tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Apal:lila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini,
kekeUruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .
pada tanggal ..

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Kepala DinasjKepala Suku Olnas/Kepala UPPO'),

NIP ..

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :
1. DinasjSuku Dinas/UPPO 'J
2. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
Keterangan :

.) coret yang tidak perlu



DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN ~ANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
SECARA KOLEKTIF

Kelurahan')

Kecamatan

Kabupaten/Kota Administrasi')

Tahun Pajak

Besarnya
I

Besarnya
Wajib Paj.ak Objek Pajak PBB-P2 Permohonan

Pengurangan PBB-P2 yang

No
yang Pengurangan

PBB-P2 yang Terutang I
Terut~ng

Terutang setelah Keputusan

Nama dan (Rp)

~
Pengurangan

alamat
NPWPD NOP Alamat (Rp)Rp

1 2

~

3 4 5 6 7 8 9
I

- 10 11 12
r- -- 1
I ---r--I
L ,--

-=-tt--

a.n. GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

Kepala Dinas/Kepala Suku Oinas/Kepala UPPO'),

NIP .

Keterangan :
') coret yang tidak perJu

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

a;~~
\OWIOOOO




